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ABSTRAK 

Kamis paginan merupakan media penghubung antara rakyat dengan 

pemerintahan. Kamis paginan ini sering disebut dengan kamis paginan dan kamis 

paginan. Dengan model tatap muka secara langsung dengan seorang bupati. Ide 

kamis paginan digagas oleh Bupati Hasto Wardoyo sejak tahun 2011 sampai 

dengan 2016. Pastinya sebuah program kerja kamis paginan melahirkan sebuah 

solusi untuk menyelesaikan permaslahan masyarakatnya. Skripsi ini mengkaji, 

bagaimana penyelesaian kasus pada kamis paginan di Kabupaten Kulonprogo 

dalam proses pemerintahan dan Bagaimana kamis paginan pada pemerintahan 

Kabupaten Kulonprogo dalam perspektif Siyasah Syar‘iyyah? 

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research). Data yang 

dikumpulkan berupa data primer meliputi, wawancara dan database yang diambil 

dari pemerintahan kulonprogo dan data sekunder dari berbagai literatur berupa 

buku, jurnal, website yang berhubungan dengan program kamis paginan di 

Kabupaten Kulonprogo. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni data mengenai penyelesaian 

permasalahan dalam program kamis di Kabupaten Kulonprogo, disusun sesuai 

dengan fokus penelitian dan dianalisa dengan teori yang memiliki korelasi. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi yuridis yakni 

data direlevansikan dengan teks teori komunikasi politik dan musyawarah. 

Hasil penelitian ini adalah, pertama, penyelesaian kamis paginan di 

Kulonprogo secara umum sudah efektif dalam segi pelaksanaan dan 

penyelesaiannya terhadap masyarakat. Bagian penyelesaian yang belum efektif 

dengan jenis penyelesaian melalui disposisi dengan lembaga lain.  Kedua, kamis 

paginan sebagai bentuk pelayanan publik, merupakan salah satu bentuk keadilan 

pemerintah. Keadilan oleh pemerintah Kulonprogo diwujudkan dengan 

menyelesaikan masalah melalui program kamis paginan. Pada penyelesaian yang 

dilakukan oleh pemerintah Kulonprogo menggunakan media musyawarah. 

Penyelesaian dalam kamis paginan menggunakan musyawarah, yang sejalan 

dengan konsep Siyasah Syar‘iyyah. 

Kata Kunci: Kamis Paginan, Bupati Kulonprogo, Siyasah Syar‘iyyah. 
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MOTTO 

 

  
 

“Menggapai Tujuan,  
Tanpa adanya batasan dalam Perjuangan” 

 
 

“Selalu berpikir ke depan, bertindak sejak sekarang” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ’ B Be ب

 tâ’ T Te ت

 śâ’ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  ḥâ’ Ḥ ḥa (dengan titik di bawah) ح

 khâ’ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 râ’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣâd Ṣ es (dengan titik di bawah) ص
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 Ḍâd Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ţâ’ Ţ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓâ’ Ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ’ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ’ H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 yâ’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. 

contoh :  

لنزّ  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna بهنّ
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C. Ta’ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis ‘illah علة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal 

lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh 

maka ditulis dengan h. 

ءكرامةالأوليا  Ditulis Karâmah al-auliyâ’ 

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiţri زكاةالفطر

 

D. Vokal Pendek 

 ـَ

 فعل

Fathah 

 

Ditulis 

 
A fa’ala 

 ـِ

 ذكر

Kasrah 

 

Ditulis 

 
I Żukira 

 ـُ

 يذهب
Dammah 

 

Ditulis 

 

U Yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 
Fathah + alif  Ditulis 

Ditulis 
Â Falâ 



 

 

xi 

 

 فلا

2 
Fathah + ya’ mati 

 تنسى

Ditulis 

Ditulis Â Tansâ 

3 

 

Kasrah + ya’ mati 

 تفصيل

Ditulis 

Ditulis Î Tafshîl 

4 
Dlammah + wawu mati 

 أصول

Ditulis 

Ditulis Û Uṣûl 

 

F. Vokal Rangkap 

1 
Fathah +  ya’ mati 

 الزهيلي

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 
Fatha + wawu mati 

 الدولة

Ditulis 

Ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis A’antum أأنتم

 Ditulis U’iddat أعدت

 Ditulis La’in syakartum لئنشكرتم

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   

نالقرأ  Ditulis Al-Qur’ân 

 Ditulis Al-Qiyâs القياس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ’Ditulis As-Samâ السماء

 Ditulis Asy-Syams الشمش
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I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

 Ditulis Żawî al-furûḍ ذويالفروض

 Ditulis Ahl as-sunnah أهلالسنة
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KATA PENGANTAR 

 

 الرحيم الرحمن الله بسم

نا محمدا عبده ورسوله  سيداشهد أن لا اله إلا الله وأشهد ان  العالمين رب الحمدلله

 أله وعلى محمد نا سيد المرسلين فوأشر ء نبيا الأ سيد على والسلام والصلاة

 .أجمعين والتابعين وأصحابه

Tiada kata yang paling indah penulis ucapkan melainkan rasa syukur 

kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahnya 

kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan 

judul. “KAMIS PAGINAN SEBAGAI MEDIA PELAYANAN PUBLIK 

BUPATI KULONPROGO HASTO WARDOYO DALAM PERSPEKTIF 

SIYASAH” Penyususnan skripsi ini merupakan bukti tanggung jawab akademik 

untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum 

sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana 

Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam. 

Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, penyusun sangat menyadari 

bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. 
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1. Kepada kedua orangtua saya, Ibu Lestari dan Bapak Muhammad Najib, yang 

senantiasa membimbingku sejak kecil hingga ke jenjang perkuliahan, serta 

doa, motivasi dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis selama 

menuntut ilmu.  
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pelayanan publik dewasa ini telah menjadi sorotan penting dalam 

permasalahan ketatanegaraan dan pengadminstrasiannya. Pemerintah senantiasa 

berupaya keras untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya 

melalui program dan kegiatannya. Bagi kepala pemerintahan terpilih, usaha itu 

bisa menjadi perwujudan apa yang dikampanyekan di saat pemilihan umum, 

karena sebagian besar muatannya berisi janji-janji tentang pemberian layanan 

terbaik untuk kesejahteraan masyarakat.  

Kemampuan komunikasi tentang pelayanan publik yang tidak bisa 

dianggap remeh. Kegagalan dalam merumuskan, mendesain dan menyampaikan 

pesan tentang pelayanan publik dengan baik berakibat ketidakpercayaan terhadap 

pemerintah. Oleh karena itu, kemampuan dan ketrampilan dalam komunikasi 

pelayanan publik dan kemampuan mewujudkannya dalam kehidupan nyata akan 

memberikan nilai positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hardiansyah tentang 

pelayanan publik atau yang disebut dengan new public service (yang selanjutnya 

disebut dengan NPS). Pelayanan publik merupakan paradigma terbaru dalam 

administrasi publik sebagai kegiatan utama para administrator untuk menjalankan 

pemeritahannya. Karena sesuai dengan teori demokrasi yang dianut oleh 

Indonesia. Demokrasi melingkupi aspek persamaan (egalitarianism) dan 

kebebasan (liberty). Bahwa seorang individu dalam konteks sebagai rakyat bebas 



2 

 

 

 

mengemukakan pendapat secara publik, juga seorang individu sama dihadapan 

sebuah hukum positif. Sehingga rakyat boleh mengemukakan pendapatnya kepada 

pemerintah dengan masalah yang dibawanya. Sebagai timbal baliknya pemerintah 

harus menampung semua pendapat untuk ditindak lanjuti dengan sebuah solusi.1 

Komunikasi ini merupakan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya 

(masyarakat). Dengan kata lain, hubungan Pemerintahan (governance relations) 

adalah hubungan yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah pada posisi 

dan peran. Melalui hubungan tersebut disalurkanlah informasi dari pihak yang 

satu dengan yang lain, mengenai dari atasan yang mendapatkan laporan dari 

bawahan atas suatu permasalahan.2  

Bagian dari kajian pelayanan juga dijabarkan bagaimana komunikasi harus 

berjalan antara pemerintah dan rakyat. Gabriel Almond mengkajinya dalam 

teorinya tentang komunikasi politik. Menurutnya komunikasi politik adalah salah 

satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi politik juga 

bisa dipahami sebagai komunikasi antara "yang memerintah" dan "yang 

diperintah".3 

Meski kajiannya masih baru, namun dalam perjalanan awal pemerintahan 

Islam telah memberikan deskripsi bagaimana pemerintah berkomunikasi dengan 

rakyat. Saat Nabi memimpin umatnya di Madinah, ia memeperkenankan 

masyarakat untuk berkunjung kepadanya dan mengutarakan keinginan atau 

                                                 
1 Hardiyansyah, Komunikasi Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi, (Yogyakarta: Gava 

media, 2015), hlm.. 2-3 
2 I Nyoman Sumaryadi, Sosiologi Pemerintahan, Dari Perspektif Pelayanan, 

Pemberdayaan, Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, (Bogor: Penerbit 

Ghalia Indonesia, 2013). hlm. 127  
3 https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi_politik, diakses tanggal 2 Februari 2017 

https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi_politik
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mengadukan persoalan pemerintahan dan kesejahteraan. Komunikasi dalam 

musyawarah telah menjadi bagian penting dalam pemerintahan Islam. Munawir 

Sjadzali menegaskan, sebagaimana mekanisme pengambilan keputusan mengenai 

hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama pada waktu itu, oleh karena dari 

mekanisme pengambilan keputusan akan dapat diketahui tentang seberapa jauh 

anggota masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan urusan kenegaraan.4 

Sesuai dengan petunjuk Al-Quran, Nabi telah mengembangkan budaya 

komunikasi tatap muka antara kepala pemerintah dan umat melalui musyawarah. 

Beliau sendiri, meski seorang Rasul, tetap konsisten berkonsultasi dengan umat 

dalam soal-soal kemasyarakatan. Layanan komunikasi tatap muka pada masa 

pemerintahan Nabi melalui musyawarah tidak hanya mengikuti satu pola saja. 

Kerap kali beliau bermusyawarah hanya dengan beberapa sahabat senior maupun 

dari kalangan profesional.5 Kemudian pada masa Khulafaurasyidin, musyawarah 

yang berhubungan dengan aspirasi rakyat, apabila ada kesalahan maupun 

kekurangan, maka rakyat boleh memberikan masukan kepada khalifahnya. 

Kemudian meminta kepada rakyat supaya taat selama dia tetap taat kepada Allah 

dan Rasul, dan agar tidak mendengarkan perintah kalau dia ternyata menyalahi 

ajaran Allah dan Rasul.6   

Layanan Aspirasi dan pengaduan secara tatap muka seperti dalam 

musayawarah pada masa Nabi dan Rasulullah telah memberikan kontribusi 

penting pada pola administrasi pemerintahan sekarang. Pada pemerintahan tingkat 

                                                 
4 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: 

Penerbit Universitas Indonesia, 2008), hlm. 28 
5 Ibid., 
6 Ibid., 
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daerah di Indonesia ada yang telah mengadaptasi pola komunikasi publik itu 

sehingga memberikan dampak positif pada keberhasilan layanan publik bagi 

kesejahteraan warganya. Salah satunya adalah Kabupaten Kulonprogo yang 

berlokasi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa pemerintahan tahun 

2011-2016 di bawah pimpinan Hasto Wardoyo. 

Sejak awal pemerintahannya, Wardoyo telah menyelenggarakan layanan 

komunikasi tatap muka dengan warganya untuk mendengarkan aspirasi, keluhan, 

aduan atau hanya sekedar silaturahim. Pada kesempatan yang sama, ia juga 

mengkomunikasikan beberapa program kerja yang dilaksanakan dalam satu 

periodenya. Program kerja untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya, 

maupun sebuah solusi untuk memecahkan permasalahan yang timbul dalam suatu 

mayarakat.  

Alasan penyusun skripsi ini mengambil tema dari bupati kabupaten 

Kulonprogo. Walaupun dalam pencalonannya lewat Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan (PDI-P) yang menganut ideologi nasionalisme. Tetapi, dipandang dari 

koalisi yang digandeng, semuanya adalah Partai yang berideologi Islam, yaitu: 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).  

Selain itu dari program kerja Buapti Hasto Wardoyo yang secara rutin. 

Meliputi Jumat Safari dan wajib zakat bagi PNS di lingkungan pemerintahan 

kulonprogo. Jumat Safari dilakukan dengan mendatangi masjid di seluruh 

Kulonprogo sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam setiap minggunya 

minimal satu masjid yang didatangi. Kemudian sekaligus menyerahkan zakat 
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kepada delapan penerima zakat. Dalam satu tahun zakat yang dibagikan sekitar 

dua ratus lima puluh juta.7   

Layanan bupati Kulonprogo itu dikemas dalam program kerja kamis 

paginan setiap hari kamis pagi, jam 6.30 sampai selesai. Ketika bupati 

mengadakan komunikasi secara langsung dengan rakyatnya. Saat itulah sebuah 

kamis paginan berlangsung, dalam hubungan secara vertikal maupun horizontal 

antara eksekutif dengan individu, kelompok, badan hukum (recht person) maupun 

yang lainnya. Kemudian penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hanya fokus 

kepada program kamis paginan yang berbasis tatap muka secara langsung. Khusus 

untuk pembahasanya adalah tentang penyelesaian masalah yang dibawa oleh 

masyarakat ke dalam forum kamis paginan. 

B. Pokok Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi 

pada layanan komninikasi tatap muka kamis paginan yang telah diselenggarakan 

di masa pemerintahan Bupati Kulonprogo masa bakti 2011 sampai dengan 2016. 

Dari batasan tersebut permasalahan dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana penyelesaian kasus pada kamis paginan rakyat di Kulonprogo 

dalam proses pemerintahan? 

2. Bagaimana kamis paginan pada pemerintahan kabupaten Kulonprogo 

perspektif Siyasah Syar‘iyyah? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

                                                 
7 Sesuai wawancara dengan Bapak Hasto Wardoyo pada 5 Mei 2017, di pendopo yayasan 

sadewa Kulonprogo.  
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Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian 

ini adalah:  

1. Tujuan Penelitian:  

a. Mendeskripsikan tentang penyelisaian kasus yang dibawa masyarakat ke 

kamis paginan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kulonprogo. 

b. Menganalisis kamis paginan pemerintah Kabupaten Kulonprogo dari 

perspektif Siyasah Syar‘iyyah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk menambah keilmuan atau wawasan teoritis tentang Kamis paginan 

Politik Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo serta dapat dijadikan rujukan 

penelitian lainnya dalam kajian yang sama    

b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontributor wawasan praktis 

khazanah ke-Bangsaan dan ke-islaman sehingga dapat memberikan 

sumbangan bagi pengambil kebijakan dan praktisi politik dalam berkoalisi 

bagi kepentingan bangsa dalam perspektif siyasah. 

c. Untuk memenuhi tanggug jawab akademik sebagai kewajiban akhir dalam 

menyelesaikan studi strata satu Program Studi Siyasah di Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

D. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan dengan 

penelitian yang ada sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap 

penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis terhadap tema skripsi yang sepadan. 
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Berdasarkan studi kepustakaan yang telah penulis lakukan, ada beberapa 

penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari buku-buku, jurnal, 

makalah tulisan-tulisan bebas, skripsi, tesis, dan desertasi yang penulis lakukan, 

yaitu sebagai berikut:  

1. Skripsi karya Anindita Lintang Pakuningjati dengan judul “Pengelolaan Media 

Sosial dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pengelolaan 

Media Sosial LAPOR! Sebagai Sarana Aspirasi dan Pengaduan Rakyat secara 

Online Oleh Deputi I Kantor Staf Presiden) ”.8  

Dalam skripsi ini fokus pada pembahasan mengenai pengelolaan 

media sosial LAPOR! Untuk layanan aduan dan aspirasi masuarakat pada 

pemerintahan. LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) 

merupakan sebuah media sosial yang lahir karena kebutuhan jembatan 

komunikasi antara pemerintah dengan publik sebagai salah satu bentuk 

komunikasi politiknya. Skripsi ini menggunakan media online sebagai 

komunikasi, sedangankan skripsi yang akan dibuat komunikasi dengan cara 

tatap muka secara langsung.  

2. Skripsi karya Firas Fissilmi dengan judul “Komunikasi Politik Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) Menjelang Pemilu 2014 Perspektif Siyasah 

Syar’iyah”9 

                                                 
8 Anindita Lintang Pakuningjati, “Pengelolaan Media Sosial dalam Mewujudkan Good 

Governance (Studi Kasus Pengelolaan Media Sosial LAPOR! Sebagai Sarana Aspirasi dan 

Pengaduan Rakyat secara Online Oleh Deputi I Kantor Staf Presiden)”, (Yogyakarta: Fakultas 

Imu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, 2015) 
9 Firas Fissilmi, “Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Menjelang Pemilu 

2014 Perspektif Siyasah Syar’iyah”, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Univesitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, 2014) 
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Dalam skripsi ini pada pembahasan mengenai komunikasi politik 

yang dilakukan oleh partai politik yaitu Partai Keadilan Sejahtera (yang 

selanjutnya disebut dengan PKS). Komunikasi politik ini dilakukan untuk 

mengkomunikasikan antara partai politik dengan partisipan pemilih pada 

pemilu 2014. Pada saat itu PKS mendapatkan goncangan karena pengurusnya 

yang terseret kasus tindak pidana korupsi. Untuk itu PKS mencari bagaimana 

strategi supaya tingkat kepercayaan masyarakat terus meningkat. Diharapkan 

pencapaian suara hasil pemilu itu tetap tinggi. Dengan rumusan masalah 

strategi yang dilakukan oleh PKS menjelang pemilu 2014. Sedangkan skripsi 

yang akan dibahas mengenai komunikasi dengan media apirasi politik. 

Komunikasi dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya dengan jalan 

musyawarah tatap muka.     

3. Skripsi karya Suci Sitoresmi dengan judul “Efektifitas Sistem Informasi 

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) pada Unit Kerja 

Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)”.10 

Dalam Skripsi ini fokus pembahasannya tentang upaya pemerintah 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan cara 

mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Dalam Unit Kerja Presiden Bidang 

Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dengan membuat kanal 

pengaduan masyarakat di level nasional yang bernama  LAPOR!. Dengan 

memanfaatkan teknologi dan sistem informasi e-goverment, LAPOR! 

                                                 
10 Suci Sitoresmi, Efektivitas Sistem Informasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 

Rakyat (LAPOR!) Pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian 

Pembangunan (UKP4), (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. 

2013) 
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Merupakan aplikasi berbasis online yang mengadopsi sistem media sosial. 

Sedangkan skripsi yang akan dibahas kamis paginan menggunakan tatap 

muka, kemudian tipe penyelesaian kasus pasca diadakannya komunikasi.   

4. Triantaka dan Griadhi juga memberikan gambaran penting tentang layanan 

pengaduan masyarakat dalam konteks perundang-undangan di Indonesia. 

Melalui pendekatan sosiologi hokum, keduanya berpendapat Bahwa setelah 

diundangkannya UU Pelayanan Publik, adanya pengaduan masyarakat 

menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan 

publik dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan 

pengembangan pelayanan publik. Pengaduan masyarakat juga dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membenahi dan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan 

yang baik.11  

5. Anomsari juga menyampaikan hasil peneltiannya tentang partisipasi public 

pada pemerintahan tingkat desa.12 Dengan penelitian deskriptif kualitatif, ia 

mengidentifikasi ragam bentuk partisipasi yang muncul di desa terutama 

dalam pengelolaan hutan di Kebumen. Sorotannya juga mengarah pada bentuk 

komunikasi tatap muka antara lain Lembaga Masyarakat Desa Hutan 

(LMDH), Forum Komunikasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan 

yang lainnya.  

                                                 
11 Gusti Made Triantaka dan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, “Pengaduan Masyarakat 

Sebagai Bentuk Partisipasi Dan Peningkatan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Pemerintahan 

Yang Baik”,  E-Journal Kertha Negara Vol. 03, No. 02, Mei 2015, http://ojs.unud.ac.id/index.php/ 

Kerthanegara/article/viewFile/13076/8752 
12 Endah Tri Anomsari, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Karanggayam, Kebumen),” Jurnal Natapraja No.1 Vol. 1 

2013  

http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/issue/view/1403
http://ojs.unud.ac.id/index.php/
http://journal.uny.ac.id/index.php/natapraja/issue/view/453
http://journal.uny.ac.id/index.php/natapraja/issue/view/453
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6. Pemberdayaan masayarakat dalam partisipasi pelayanan publik melalui 

komunikasi tatap muka dianggap masih pilihan penting  oleh Iqbal Saputra 

Zana dalam pemilihan umum kepada daerah Tingakat I Kalimantan Timur di 

Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara pada tahun 2013. 

Melalui perspektif komununikasi politik dalam penelitian kualitatif deskriptif 

itu menyimpulkan Bentuk kegiatan tim kampanye untuk memperkenalkan 

pasangan calon biasanya dilakukan dengan kampanye terbuka. Kampanye 

dalam bentuk ini lebih memudahkan pasangan calon untuk menyampaikan 

visi, misi dan menawarkan program-program kerja secara massal kepada 

masyarakat.13   

Semua karya ilmiah di atas komunikasi yang terjalin pemerintah dengan 

publik menggunakan media sosial. Dalam penelitian ini, tekanan utama adalah 

interkasi pemerintah dan masyarakat secara tatap muka. Implikasinya sangat 

berbeda antar kedua jenis komunikasi. Pelaksanaan yang kedua lebih dinamis 

dengan ragam permasalahan masyarakat dan tanggapan pemerintah dalam 

kompleksitas bisa diketahui oleh masing-masing pihak secara simultan termasuk 

proses komunikasinya. Dinamika semakin jelas ketika pilihan tingkat 

pemerintahan rendah dan wilayah lebih kecil seperti pemerintahahan Daerah 

Tingkat II. Intensitas pertemuan dan interaksi pemerintah dan rakyat semakin 

intens dibanding tingkat diatasnya dan wilayah yang lebih luas sehingga gesekan 

dan krentanan semakin mengemuka untuk segera diatasi supaya pelayanan publik 

semakin berkualitas. 

                                                 
13 Iqbal Saputra Zana, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala 

Daerah Kalimantan Timur Tahun 2013 Di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda 

Utara,” eJournal Administrasi Negara Volume 3, Nomor 2, 2014, hlm. 837-847 
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Dalam penyusunan skripsi ini peneliti membedakan dengan penelitian 

yang lainnya, dalam skripsi ini memberikan pembatasan pada pembahasan supaya 

lebih fokus dengan pokok masalahnya. Penelitian fokus pada penyelesaian 

masalah dalam program kamis paginan oleh Bupati Kulonprogo masa bakti 2011 

sampai dengan 2016 yaitu Bapak Hasto Wardoyo. Hal ini dimunculkan supaya 

peneliti dalam melaksanakan penelitiannya tidak melebar dari segi 

pembahasannya. 

E. Kerangka Teoritik 

Teori yang akan digunakan oleh penulis menggunakan teori musyawarah 

sebagai teori utama dengan didukung oleh teori umum yaitu teori komunikasi 

politik yang dicetuskan oleh Gabriel Almond pada sekitar tahun 1960. Teori 

musyawarah sebagai teori yang digunakan sesuai dengan keilmuan pada skripsi. 

Penggunaan teori musayawarah sesuai dengan keilmuan hukum Islam. Sedangkan 

teori komunikasi politik sebagai pendukung sesuai dengan pemerintahan. 

Penggunaan teori komunikasi politik dengan alasan pemerintahan yang berlaku di 

Indonesia dan hukum positif. Kemudian keduanya akan dipadukan sehingga 

pemerintahan di Kulonprogo dapat dilihat dari aspek hukum Islamnya. Uraian 

kerangka teori dibawah ini sebagai gambaran umum, sebagai berikut: 

1. Teori Musyawarah 

Musyawarah sesuai dengan tata bahasa Indonesia diartikan sebagai 

pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian 

masalah. Selain itu dipakai juga kata musyawarah yang berarti berunding dan 
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berembuk.14 Prinsip musyawarah ditegakkan sesuai dengan asas hukum yang 

mendasari sebuah sistem demokrasi. Supaya mempunyai titik temu diantara 

pemerintah maupun rakyatnya. Tetapi musyawarah itu sendiri tidak terikat oleh 

komunitas yang sifatnya masih (pemerintahan atau kenegaraan) saja, ia 

menyentuh segala aspek yang menyangkut kepentingan bersama, bukanlah 

masalah yang telah menjadi ketetapan Tuhan. 

Karena persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Tuhan secara 

jelas dan tegas, baik langsung maupun tidak langsung yaitu dengan melalui Nabi-

Nya, tidak dapat dimusyawarahkan. Musyawarah hanya dilakukan pada persoalan 

yang belum ditentukan petunjuknya, serta persoalan-persoalan kehidupan duniawi 

baik yang bersifat universal maupun tanpa petunjuk yang mengalami 

pekembangan maupun perubahan.  

Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam 

kehidupan sosial umat Islam. Musyawarah memang merupakan tradisi Pra Islam 

yang sudah turun temurun. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena 

musywarah merupakan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial.15 

Musyawarah dalam Islam merupakan sebagai alat untuk mencari jalan 

keluar dari sebuah permasalahan. Bagi orang Islam, menerima azas musyawarah 

untuk membangun mufakat.  Bagi semua orang Indonesia, musyawarah sebagai 

wahana konstitusional untuk mewujudkan asas kerakyatan dan demokrasi. 

                                                 
14 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1989), hlm.603 
15 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, (Jakarta: Mizan, 1995), hlm. 

203 
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Musyawarah tidak hanya diajarkan dalam Islam, tetapi juga untuk bernegara di 

negara Indonesia. 

Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum 

dan kepentingan suatu rakyat  dapat ditemukan dalam satu jalan keluar yang 

sebaik-baiknya. Setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikiran 

mereka wajib terdengar oleh pemegang pemerintahan supaya dalam membuat 

suatu keputusan dapat mencerminkan kebijaksanaan untuk kepentingan umum. 

Oleh sebab itu memerlukan komunikasi politik untuk mendukung peran serta 

rakyat menyampaikan aspirasinya.   

2. Teori Komunikasi Politik 

Membahas sebuah teori selayaknya mengetahui juga sejarah awal 

kemunculan teori komunikasi politik. Memang istilah komunikasi politik masih 

relatif baru dalam ilmu politik. Istilah ini mulai banyak disebut-sebut semenjak 

terbitnya tulisan Gabriel Almond, dalam bukunya berjudul The Politik of the 

Development Area , dia membahas komunikasi politik secara terinci.16 

Menurut Almond, definisi komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang 

selalu ada dalam setiap sistem politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para 

ilmuwan politik untuk membandingkan berbagai sistem politik dengan 

latarbelakang budaya yang berbeda. Arti penting sumbangan pemikiran Almond 

terletak pada pandangannya bahwa semua sistem politik yang pernah ada di dunia 

ini, yang ada sekarang, dan yang akan datang nanti mempunyai persamaan-

persamaan yang mendasar, yaitu adanya kesamaan fungsi yang dijalankan oleh 

                                                 
16 Gabriel Almond, “Introduction: A. Functional Approach to Comparative Politics”, 

dalam Gabriel A. Almond dan James S. Coleman (ed). The Politics of the Developing Areas, 

Princenton, N.J: Princenton University Press, 1960, hlm. 3-64  
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semua sistem politik. Menurut Almond, kita tidak boleh tertipu oleh struktur 

politik yang tampak berbeda, karena fungsi-fungsi yang dijalankan oleh struktur 

politik dalam setiap sistem politik adalah sama.17 

Dari definisi komunikasi dan politik diatas, sehingga bisa memahami 

definisi komunikasi politik. Tentu keduanya berkaitan dengan masalah manusia 

dan hubungan sosial mengingat komunikasi adalah kajian tentang manusia 

(human communication). Sedangkan politik adalah kajian tentang gejala 

kekuasaan antara sesama manusia beserta relasi yang dibangun dalam lembaga-

lembaga yang memiliki dimensi kekuasaan. 

Komunikasi politik merupakan salah satu dari tujuh fungsi yang 

dijalankan oleh setiap sistem politik. Seperti yang dikemukakan oleh Almond, 

semua fungsi yang dilakukan dalam sistem politik, yatiu: (1) Sosialisasi Politik (2) 

Perekrutan (3) Artikulasi Interest (artikulasi kepentingan) (4) agregasi interest 

(agregasi kepentingan) (5) pembuatan aturan (6) aplikasi aturan dan (7) aturan 

putusan hakim, harus dilakukan melalui komunikasi.18 

Bahwasanya komunikasi politik berhubungan erat dengan dengan ilmu 

konunikasi yang menyangkut interaksi dan hubungan yang terjadi antara dua 

orang/pihak bahkan lebih. Objek studi tentang ilmu komunikasi adalah 

komunikasi yang terjadi dalam masyarakat. Berhubung objek tersebut mencakup 

masyarakat luas, maka titik berat perhatian ilmu komunikasi mencakup 

komunikasi langsung/tatap muka. Ilmu komunikasi membahas secara general 

suatu hubungan komunikasi yang terdapat didalam masyarakat. Dengan 

                                                 
17 Ibid., 
18 Mochtar Mas’oed dan Colin Mall Andrew, Perbandingan Sistem Politik, (Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press, 1990), hlm 31. 
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menggunakan alat komunikasi maupun secara langsung baik secara individu 

dengan individu lainnya bahkan dengan kelompok.  

Sesuai dengan perkembangan sebuah komunikasi, diperlukan pemahaman 

tentang teori komunikasi yang bersifat massa untuk mengarahkan pada tindakan 

dan keputusan. Pemahaman ini menyadari bahwa semua teori komunikasi adalah 

hasil kontruksi pemikiran manusia sehingga dinamis, selalu mengalami perubahan 

sebagaimana masyarkat, teknologi, dan manusia yang juga terus berubah. 

Kedinamisan ini sudah dapat dilihat dalam transformasi pemahaman mengenai 

proses komunikasi itu sendiri. Teknologi komunikasi yang baru telah mengubah 

pandangan tradisional tentang khalayak massa, komunikator massa dan hubungan 

antara keduanya.19  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Merupakan cara kerja atau tata cara kerja untuk menganalisis suatu 

objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang akan diteliti. Dalam 

penelitian menggunakan metode penelitian Field research (Penelitian 

lapangan) untuk mengatahui bagaiamana peraturan dan perundang-undangan 

adminstrasi Negara serta pelayanan publik berjalan  di tingkat pemerintahan 

Tingkat II Kabupaten Kulon Progo dalam kegiatan kamis paginan dengan 

komunikasi tatap muka. Karena itu pendekatan yang digunakan adalah 

sosiologi hukum.20  

                                                 
19 Stanley J. Baran, dkk, Teori Dasar, Komunikasi Pergolakan, dan Masa Depan Massa, 

(Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010), hlm. 25. 
20 D. Walsh, Doing Enthnography, in C, Seale, Researching Society Culture, (London: 

Sage 1998) hlm. 217-218. Bahwa dalam etnografi lebih menekankan pada penjelasan pemahaman 
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2. Teknik Pengumpulan dan Jenis Data 

a. Data Primer 

Bahan primer adalah bahan yang dianalisis dan dikumpulkan sendiri 

oleh penyusunnya. Bahwa bahan primer yang akan dipakai dalam penelitian 

ini berupa wawancara dan observasi. Pertama, wawancara adalah alat yang 

baik untuk menghidupkan topik riset. Wawancara juga merupakan metode 

bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum 

dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang membahasnya.21 

Selain itu wawancara merupakan pertemuan antara periset dan 

respoden didalam suatu tempat untuk mengambil sebuah data dari jawaban 

responden. Dari hasil wawancara tersebut akan menjadi bahan mentah yang 

akan diolah dipenulisan skripsi.22 Wawancara meliputi pelaksana kamis 

paginan wawancara dengan bupati Kulonprogo, sebanyak 2 orang staf dan 

peserta yang terkait dengan kamis paginan. Kemudian observasi mengamati 

sebuah objek penelitian secara langsung ditempat pelaksanaan. Karena dalam 

penelitian ini objeknya merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin 

dan berlanjut. Sehingga dalam observasi yaitu dengan mengamati jalannya 

kegiatan tersebut beserta yang terdapat disekitarnya.  

b. Data Sekunder 

                                                                                                                                      
ketimbang membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi. Etnografi tidak menggunakan asumsi 

tentang apa yang penting dan apa yang akan terjadi. Pengaruh konteks kultural adalah penting dan 

pendekatan riset ini memungkinkan fokus riset berubah selama jalanya pengumpulan data. 
21 Lisa Harrison, Metodologi Penelitian Politik, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 104 
22 Steward, On the record: an introduction to interviewing’, in P Burnham (ed), Surviving 

the Research Process in Politics, (London: Pinter, 1997), hlm. 151 
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Bahan sekunder yakni yang dikumpulkan oleh orang atau organisasi 

lain. Bahan yang diambil dari kepopuleranya setelah atau sudah tersedia  

dengan memperhatikan kualitas yang tinggi berdasarkan topik yang ada. 

Literature yang sudah terdahulu mengaitkan dengan buku-buku, karya 

ilmiah, jurnal, tulisan para ahli politik, skripsi, tesis maupun desertasi serta 

bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penyusun. Dengan menambahkan bahan yang mendukung seperti: database, 

sensus, dokumen maupun dari website. Dalam penelitian ini data sekunder 

diutamakan mengambil dari website pemerintah daerah kulonprogo dan 

database yang menjadi dokumen daerah yang disimpan oleh lembaga yang 

bersangkutan. Dengan memperhatikan jangka waktu yang dibatasi, sehingga 

diharapkan lebih fokus dalam penelitiannya.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data data dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara dan observasi itu untuk pengumpulan data yang bersifat primer. 

Kemudian untuk data yang bersifat sekunder dengan data pendukung seperti 

karya ilmiah, buku, jurnal, tulisan para ahli yang berhubungan dengan politik, 

skripsi, tesis, disertasi maupun yang lainnya. 

Wawancara bertujuan untuk mengetahui bagaimana institusi yang 

menangani kamis paginan itu beroperasi, bagaimana merespon masyarakat 

yang datang dan bagaimana penyelesaiannya. Mereka yang berhubungan 

langsung dengan atau memiliki posisi penting dipogram kamis paginan. 
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Kemudian observasi yang dimaksud adalah dengan mengamati proses 

kegiatan kamis paginan yang dilaksanakan di pendopo bupati Kulonprogo. 

Pengumpulan data sekunder mengambil dari buku, karya ilmiah, 

website maupun yang lainnya. Sebagai data pendukung mengambil di website 

yang terkait dengan pemerintahan Kulonprogo. Data sekunder dimaksudkan 

untuk mengambil data yang sudah lampau sesuai dengan penelitian. Sehingga 

diharapkan data yang diambil lengkap dan lebih efisien tentang tata cara 

pengambilannya. 

4. Analisis Data 

Data-data yang berhasil dihimpun akan dianalisis untuk menarik 

kesimpulan dengan metode analisis kualitatif. Metode ialah suatu kerangka 

kerja untuk melakukan suatu tindakan atas suatu kerangka berfikir menyusun 

gagasan, yang beraturan, berarah dan berkonteks, yang patut (relevant) 

dengan maksud dan tujuan. Secara ringkas metode ialah suatu sistem 

berbuat.23 Telah disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan 

metode analisis-kualitatif yang mana data yang ada dikumpulkan dan 

dianalisis. Selanjutnya data tersebut sebagai rujukan dalam rangka memahami 

atau memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk 

pemecahan masalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif induktif. 

Bahwa keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian ini, diambil 

yang terkait dengan Kamis paginan Kabupaten Kulonprogo, kemudian 

dianalisis dengan perspektif siyasah secara utuh sehingga terlihat adanya 

                                                 
23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,  (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 2-3. 
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gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis da interprestasi 

tersebut, penulis menarik kesimpulan untuk menjawab keadaan pemerintahan 

yang ada di Kulonprogo serta perjalanan pelaksanaan kamis paginan selama 

lima tahun terakhir. Analisis data diakhiri dengan memberikan saran sebagai 

solusi mengenai apa yang seharusnya dilakukan pada pelaksanaan kamis 

paginan di Kabupaten Kulonprogo. 

G. Sistematika Pembahasan 

Supaya dalam penulisan skripsi ini nantinya terarah dan sistematis maka 

dibutuhkan sistematika pembahasan yang baik. Pembahasan dan penyusunan 

skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub 

bab. Mengenai sistematikanya adalah sebagai berikut: 

Pembahasan diawali dari Bab I merupakan pendahuluan yang 

menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II berisi kerangka teoritis terhadap sujek penelitian berupa tinjauan 

tentang pelayanan dan partisipasi publik terutama yang berkaitan dengan prinsip 

dasar ketatanegaraan Islam (siyasah) dan komunikasi politik. Teori Komunikasi 

politik ini membahas secara umum dalam pelaksanaan kegiatan kamis paginan 

oleh Bupati Kulonprogo. Sedangkan teori musyawarah digunakan secara khusus 

untuk membahas kamis paginan dalam konteks politik Islam. 

BAB III Deskripsi mengenai program kamis paginan di Kabupaten 

Kulonprogo yang dibentuk oleh Bupati Hasto Wardoyo. Kamis paginan sebagai 
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program kerja untuk mensukseskan sebuah pemerintahan, menjawab dari rumusan 

masalah mengenai penyelesaian masalah dalam program kamis paginan. 

Kemudian kamis paginan dari perspektif Siyasah Syar‘iyyah. Dengan kata lain 

bahwa program kamis paginan sebagai media komunikasi antara pemimpin 

dengan rakyatnya.  

BAB IV akan menganalisis hasil penelitian oleh penulis sekaligus 

mengkaji penyelesaian masalah dalam kamis paginan yang dibawa oleh 

masyarakat. Kemudian menganilisis program kamis paginan menurut perspektif 

siyasah syar‘iyyah. Bab V merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian 

pembahasan yang berupa kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

 

A. Kesimpulan  

 

Untuk menyimpulkan sebuah pembahasan, penyusun membagi menjadi 

dua bagian sesuai dengan rumusan masalah. Dengan menarik kesimpulan dari 

setiap bab yang dibahas. Sesuai dengan tema “Kamis Paginan Sebagai Media 

Pelayanan Publik Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo Dalam Perspektif Siyasah”. 

Berikut ini merupakan uraian dari keseimpulan tersebut, sebagai berikut: 

1. Penyelesaian Kasus Dalam Kamis paginan di pemerintahan Kabupaten 

Kulonprogo. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menggunakan program 

kamis paginan untuk mempermudah akses komunikasi rakyat dengan 

pemerintahnya. Kamis paginan ini diciptakan sebagai media memecahkan 

masalah dan mempermudah komunikasi. Dalam penyelesian ini dibagi 

menjadi empat bagian metode penyelesaiannya, yaitu: Pertama 

Penyelesaian langsung, kedua penyelesaian lanjutan, ketiga penyelesaian 

dengan disposisi, dan keempat penyelesaian menggunakan rapat 

(musyawarah) oleh internal pemerintahan. 

Keuntungan yang diperoleh, bagi masyarakat dan pemerintah jika 

pembuatan kebijakaan publik dilakukan secara demokratis. Keuntungan 

pertama adalah adanya peningkatan kualitas kebijakan publik yang 

dihasilkan oleh pemerintah. Peningkatan kualitas kebijakan publik pada 

gilirannya sangat menguntungkan bagi masyarakat yang menjadi sasaran 
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kebijakan publik tersebut, Kedua adalah mendatangkan keuntungan bagi 

masyarakat. 

Kamis paginan menjadi satu-satunya yang tidak tertulis. 

Mekanisme partisipasi masyarakat didalamnya berbeda dengan media 

dengan sarana tulis. Semua kalangan diperbolehkan bertemu langsung 

dengan Bupati. Secara tatap muka, Masyarakat memiliki kebebasan berhak 

untuk bertanya, memberi tanggapan dan masukan bahkan mengadukan. 

Bertujuan untuk memberikan masukan maupun aduan dari masyarakat 

yang bersangkutan, dengan permasalahan didalam masyarakat. Kemudian 

solusi diambil dengan cara musyawarah oleh para pihak dengan 

pemerintahan.  

Partisipasi aktif dari masyarakat maupun pihak pasar dalam 

komunikasi dan musyawarah dalam bentuk kamis paginan dengan 

pemerintah daerah Kulon Progo bisa berdampak baik dalam mengatasi 

kelemahan dan kekurangan dari layanan publik. Warga tidak lagi merasa 

teralineasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik bahkan 

pelayanan tersebut bisa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat 

luas. 

2. Kamis paginan Politik menurut perspektif siyasah Syar‘iyyah.  

Dalam pemerintahan yang adil salah satunya memperhatikan hak 

rakyatnya dengan menciptakan kamis paginan ini telah memenuhi dimensi 

penting dalam pelayanan publik. Pemerintahan yang adil berdampak 

positif pada pemenuhan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang 
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demokratis. Diharapkan dapat mewjudkan penyelenggaraan pemerintahan 

yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur). 

 Keadilan adalah karakter penting yang harus dimiliki oleh seorang 

pemimpin pemerintahan dalam melayani kepentingan publik sejalan 

dengan konsep siyasah Syar‘iyyah. Konsep tersebut dalam media apirasi 

pemerintah Kulonprogo diwujudkan dengan musyawarah, ketika 

menyelesaikan masalah pada media apirasi. Sehingga pelayanan publik 

dalam kamis paginan kamis paginan sebagai kemaslahatan bagi rakyatnya. 

Sesuai dengan kaidah fikih yang menegaskan bahwa seorang pemimpin 

harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti 

keinginan hawa nafsunya, keinginan keluarga maupun kelompoknya. 

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada 

kemaslahatan.”  

B. Saran 

 

Selain membuat kesimpulan penyusun membuat saran yang mancakup 

media aspiasi politik, yang akan dijelaskan sebagai berikut:  

1. Untuk pemerintahan kulonprogo diharakan dapat meningkatkan sosialisasi 

dalam program kerja kamis paginan tatap muka. Sehingga masyarakat lebih 

mengetahui tentang program kerja tersebut. Karena kamis paginan kamis 

paginan merupakan, kamis paginan yang paling diminati oleh masyarakat. 

Sesuai dengan table pengunjung yang disimpan oleh PPID. Kemudian dalam 
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penyelesaiannya yang berupa disposisi terhadap lembaga lain. Supaya lebih 

ditingkatkan dengan bekerjasama lembaga terkait. 

2. Bagi penulis selanjutnya disarankan meneliti kamis paginan dengan jenis 

yang berbeda. Karena pada penelitian ini hanya fokus pada kamis paginan 

yang bersifat tatap muka. Kamis paginan lainya seperti yang bersifat online 

atau yang lainnya. Kemudian dari segi pembahasanya penyelesaian masalah 

yang diadukan, tetapi menggunakan kamis paginan lainnya. Juga efektifitas 

media lain dalam menjaring aspirasi dan menyelesaikan masalah. 

3. Sebagai kamis paginan yang bersifat tatap muka, memang lebih sesuai 

dengan konsep musyawarah dalam Islam. Dalam mencari jalan keluar untuk 

duduk bersama antara pemerintah dengan rakyat. Penyelesaiannya 

menggunakan musyawarah bersama dari berbagai unsur. Karena musyawarah 

sejalan dengan konsep siyasah Syar‘iyyah. 
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Terjemahan 

No Hlm Footnote Terjemahan 

1 77 86 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat 
 

3 36 

82 

44 

94 

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) 
seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang 
urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian 
dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka 
 

4 86 102 Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada 
yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar; 
merekalah orang-orang yang beruntung 
 

5 86 103 Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 
hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah 
mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang 
siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang 
lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk 

6 78 89 Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya 
bergantung kepada kemaslahatan 
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